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BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

a. bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang

5.

~

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017, yang menyatakan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,

4,

Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan6.
Tanggungjawab Keuangan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara8.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran9.

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587), sebagaimana telah dibuah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lem baran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya kedalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Pasal1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 60.545.296.360,43

b. Dana Perimbangan Rp 636.215.119.814,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yan; Rp _97.979.995.029,00

Jumilah Pendapatan
2. Belanja Daerah

Rp 794.740.411.203,43

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 306.309.873.460,00

2) Belanja Hibah Rp 5.845. 176.430,00

3) Belanja Bantuan Sosial Rp -

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kz Rp 859.851.917,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 86.850.652.903,00

6) Belanja Tidak Terduga
Jumlah

Rp 793.070.852,00
Rp 400.658.625.562,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp =10.621.241.714,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 181.141.399.111,12

3) Belanja Modal
Jumlah

Jumiah Belanja

Surplus (Defisit)

Rp _196.414.321.045,00
Rp 388.176.961.870,12

Rp _ 788.835.587.432,12

Rp 5.904.823.771,31



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Rp =:19.654.532.948,75

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 3.555.000.000,00

Jumlah Rp 16.099.532.948,75

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Rp _22.004.356.720,06

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1

Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran ul

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati Solok Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019
BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019

ARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

JPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 34BERITA DAERAH



6t0zysnGny22:ye66uer

610%unyelLbe:JOWON

gedngveimeredyuendwey

peleereaeSdoadidandiES
we

te
abBa

LO0'BS9"ES0'00717)
(se'SersteOZE71)
(oo'97TELE1801)

(98796018"109"r)

00
(00'799°SS0°79)

(oo’sze-sTt)
(00°E80°86'bLb)

(00'025°€78"b2)

(00670t67°S2E-0)

(00'699°9€7"286°2)

00'SbOIZEbTb96!
ZUTIVE6ETHTTST
OO'PILTezTZ9'OT

ZT'OL81969LTBBE

00
007S8°020°€62

00£06°7S9°0S8"93

00£16TS8"6S8
00O€F'9ZT'Sh8'S

0009%°£28°605°90¢

00'795°S79°SS9°00

O0'CELOREPIO’LIZ

00'092°L18'T9b'E6T

00'Ob8"bLS'ZOLTT

OO'EESTLLBLL'7Z

00
00'bTS97TSS
00'877°122'0S8°98

00’000°00S PEE

00'000°000'076'S

00'68b'POT SROCTE

00'TEZ’798°Sh9'S0b 06

(g8'1£9°2b0°68S'Z)ZE'ZELBS’SERRRL00'bO0'SEO'bzE TES

(00°000°000°08f"£)

00ELSP6L6L
(00'€8Spbb77'Z)

(OO'CE0 STETIST)

(00’Eb0'S96SECA)

(00'T2700£8S2°S)

00
(00°9€2Z'810°6h)

000
00°EZSSETTOSSE
00'2SS'S80ELE6E

00'669"€T2°S08°ZZ

00'620°S66'626°26

00'0SS°SSB°FTELET

00'000°62T'90b08%

00‘000'000°08"E

00000TObT72°SE

00'OPT' OFS26STe

00'7E6'8Z0°LT9'bZ

00°Z20°096°STE'SOT

00'IZB'SST'ELO'EDT

00'000°62T'90b'08P

lepowefuepg

esecuepGuelegefuepg

remeGagefuepg

SNNSONV1VEINV13a

(..e5eq/uebenepedaysnsnyyueGuenayuenqueg

e6npia1xepLLefuefeg

esaUeYe}UWaWwadUPe}0y//uaJedNge/IsuIAcJgepedayuebueNsyUeNUegefuRIEg

esaqyequuewaguepB0x/Uajedngey/sUAcIgepeday{se}16egefuepg

yeqyefuepg

jemebagefuepeg

ONNSONVIAVGLLVeNv13a

VCNViag

eAuUIe]YeIaedYe\UPaWagNeyejsuAdUgepUeBUeN|yUeNQUeg

SSN1WOUdIO“epuerensadAuadeueg

ehuule?yesaegYeWULeWaYEPIsUIAdigHepyefed[Sey[begeueg

YyeqiHueyedepuag

HVSONVAHVUAVNVLVdVGNadNIVI-NIVT

snsnyytseyoryeueg
WAU),SeyOTYeUEG

PIES,FeyPAL

00'b97°S80b6r'ST00'000°POT'EbS'8TyefegueingseyiGeg/yefedpseyeg

(00'200°6TE"208°S)00'bTSEITSTZ9E900'Tza"Seb'7Z070NVONVSWTUadYNVG

(£E°9L9"LL6°9€S°E)€9'SbS°S9S'bSS'OS00'22ZEbS1606S

(00‘S06°089°6Z)00°S60°6TEOLb'T00'000°000°00S'T

(o0'0S9Opz"E8T'T)00‘0SE6SZ°T0600'000°000°S80°7

(07‘0£9"LbE"by9"E)08'69€759'819°L00'000°000°€97°TT

yesBuedyeseegysyURedepuagUleP-UIET

ueyyesidigBuekyessequeedeyayueeopbuad|ISeH

yeusedISnquiay"SPH

yeregyefegumedepuag

(£5'T98"'9b7'b6E°8)€b'09E°967°SbS"0S00727’€bS'6E689HVvuavdMSVNVL¥dVGNad

96|(£S'TI60ES'ZESTZ)Eb'EOTTIb'ObLb6L00'STT'Zb6'Z/7'9T8NvivavaNad

NVHVanuad
(%)IsvsTivau

(ONVuNruas)HvaWVLUza

8107NVYVDONVNOHVL

HVuaVdVONV1adNVCNVLVdVGN4dNVYVOONYISVSITV3YNVYOdVTNVSVHONTY

NVLV1aS1010SN3LVdNavyHVLNIdaWad

£9°€6

oe
be

00°00T

mM

$9°46

Zz

00°0

7COOT

96°S6

00°00T

Ove
Ob'E6be

70°86

78°28

v

(da)HVTALASNVUVOONVna

(du)HYIWINE



eree

PQuishgPalliad

H¥wavdWONV138NVONVLVdVON3dNYUVOONY[SVITYYNVYdVTNSYMONTY-NYEYMVLONNOONVLU3dNYUVEWINAdINYBIdWyT

ueweey

WHAVZINZNW‘H

NVLV13SNO10SLivdna
‘osyGueped

OO oY

90'0Z2'9S€°b00'2290'02L°9S€'00'22

|ez'sor|
S2'666°6E8'7S6SL'Rb6'ZES°660°9T00'656'269'9b1'ST

NVVN3NUadNNHVLNVUVOONVNYVAVIGWIdH1837VSIS 000

OLLINNVVAVIEWAd

o0'000'000'sss"e00'000'000°00s"»yesaegYequpawad(IsesenuT)epowUeeEWadUId

00poo'000'sss'e‘90’000'000'00S">HVYaVONVVAVISWSdNVYVNISON3d

be
00ooorobe'z

eee

60’uewe(ulgUeVaquiagyeqQuayUeeWLaUad

0)¢1846'269°940°6T00'66'269'99°6Teduuunjaqasuesedbuyunyesueve6buyuebunyyadYIQa)e5|S

$2'666'6E8'LSLB6'ZES'PS9'6THVYSVONVVAVIGW3dNYWWEUINad

HVY3VONVVAVIGWad

(11sta3q)SN1dyNS

00°62(00'000°000'S»6)

00°62(00'000°000'S»6)

00'000°000°0b8°2

as

¥0'00T
7

(g6'8¢)ST

(%)(du)IsvSlivauHV1313SNVYVOONVanan
NVIVUNYOWON

(du)HVIWNE


